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1Mengingar

GUBERNUR RIAU,

bahrva bedasarkan ketentuan PasaL 39 ayat (1) P€raturd
Menteri Dalam Negeri Nomo. 13 'rahun 2006 tentang
Pedoman PelgeloL@n Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhi denga! Pefaturan Menten
Dalam Negei Nomo. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Menteri Dalam Neceri Nomor 13 Tahu!
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaeFh,
Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada Pegatai Negeri Sipil berdas4rkan
pertimbangan yang obyektif dengan memlerhatika!
k€mampuan keuangan daerahi

bahwa berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh fim
yang ditetapka! dengan kputusan Cubernu. Nomor
Kprs. 1439/XI/2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi
Kebijakan Peftbeiian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
SipiL di Lingkungd Pemerintah Provinsi Riau, pe.lu
dilakukan leny€mpurnaan daLam pembe.ian Tambahan
Penghasilan Pegawai di Li.gkungan Pemeintah Prcvinsi
Riau meliputi besdan, tuekanisme, pelaksanaan dan
indikator agar lebih tertib administrasi dan akuntabel;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan
Peraturan Cubernur Riau tentang 'fambahan P€nghasilan
Pegawai Negeri Sjpil di Lingkungan Peme.intah Prcvinsi

Undang'Undang Nomo. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Daru€t Nomor t9 Tahun 1957 tertang
Pembentukan Daerah daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambl dan Riau (L€mbaro Nega.a Republik hdonesia
'fahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (L€mbara.
Negara Republik Negara Republik lndonesia Nonof 1646);

Undalg-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenLang Aparatuf Sipil2.
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Negara (Lembaran Ncga.a Republik lndon€sia Tahun 2Ot4
Nomor 6, Tambahan rembaran Nega,a Repubiik rndonesia

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentans
Pemedntahan Daerah (Lcnba.an Negara Rcpublik hdorlesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan tembaran Negara
Republik lrdonesia Nomo. 5587), sebagaimana retah .lilrbah
bebeEpa kaii t€fakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentans Perubahan (edua Aias Uodang_
undang Nomor 23 Tahun 20l4 tcntang pemerinrahan
Daerah (L€mbaran Negara Repubtik hdonesia Tahun 2Ot5
Nomo. 58, Tahbahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahur 20t.l tenranA Administ.asi
Pem€rinrahan lLembaran Nega.a Republik Iidonesia .r.ahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negan Repubtik
lndonesia Nomor 5601)i

5. Pefaru.d Pemerintah Nomo. 5a Tahun 2OO5 lenrang
Pengelolaan Kelransan Dacrah (Lembaran Nega.a Repubtik
Indonesia Tahun 2Oo5 Noftor l4o, Tambahan kmbafan
Negara Republik Indonesia Nomor 4578)i

6. Pefatufan Penerinrah Nomor s3 Tahun 20tO ientang
Disiplin Pega$ai (L.nbaran Negara Republik tndonesia
Tahun 2010 Nomor 74,'fambahar Lembaran Negda
Republik hdonesia Nomo. 5135)i

7. PeEturan Peftdinrah Nomor 69 Tahun 20lO rcntang Tara
cafa Pemberian dan Peftenfaatan tnserhl Pemungutan
Pajak Dacrah dan Rerribusi Da€fah (Lembaan Negara
Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor I l9)j

8 Pemtlran PemerinLah 5 Tahu. ?010 renrang Saruan potisi
Pamong Prlja (L€mba.an Ncgara Republik Indonesia Tahurl

9. Pefaturan Menteri Ddd Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentans Pedornan Prnselolaan Kcuanga. Daerah,
sebagalmana |elah diubah bebe.apd kali terakhir dengan
Pemtumn mcnreri Dalatu N€ge.i Nomof 2l rahun 2011
tentang Perubahan (€.lua Atas Pefaturan Menrei Dalam
Nesefi Nomor 13 Tahu. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dae.ah;

l0 Peraru.an Merlteri Dalam Negeri Nomo. 61 Tahun 2007
tentang Pcdoftan 'leknis P€ngelolan lcuangan Ba.lan
Layanan Umum Daerah.

11. Peratlrran Mente.i Dalaft Neged Noftor 80 Tahun 2015
tentane Pcmbertukan P.oduk Hukum Daeml.,

r2. Pefaiuran Dre.ah ProviDsi Riau Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pokok Pokok Pengelolaan l<euangan Daeuh
(Lemba.an Daerah Prounsi Rrau lahun 2016 Nomor 6)i



nIEMUTUSKAN

Menetaplqn : PERA'fURAN GUBERNUR TEN]ANC TAMBAFIAN PDNCHASILAN
PEGAWAI NEOERi SIPIL DI LINGKUNCAN PEMERINTAI.I
PROVINSI RIAU.

BAB I
KETENTUAN VMUM

Pasal 1

Dalam Pe.atumn cubernur iniyang drtuaksud dcnsan:

l. Dae.ah adalah Provinsi Riau.

2. Pemeintah Provnlsi adalah Pemerintah Pfovinsi Riau.

3 Gubemur adalah Cubernur Riau.

4. Sekreiads Daerah adalah Sckretaris Dae.ah provinsi Riau.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkar DaeEh di Lingkurgan pemerjntah

6. Unir (e.ja adalah Biro di Lingklrngan Sekreraiar Daerah pfovinsi Riau.

7. Pegawai adalah Pegavai Nesei Sipil da. Calon Peeas,ai Negeri Sipil .li
Lingkungan Pemerinrah Provinsi Riau.

a. Pegavai Negeri Sipil selarjurnya disingkat PNS adatah Pegawai Negeri Sipil
Dacrah dan/atau Pegawai Negei Sipil Pusat dan/arau sebutan lainnya
dengan sktus Dipekerjakan/Dipef banrukan pada Pemerintah Pfovinsi Riau
untui. menjalankan program dan kegiatan dalatu rargka mencapai vist dd1
misi Pemerintah Provinsi Riau.

9. calon Pegawai Negcri Sipil sclanjurnya disingkat CPNS adalah Calon Pesawai
Negeri Sipil Dacfah Pcmernlhh Pfovinsi Riau.

r0. Esselor adalah'fingkat Jabatan S!rukrural.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seld.jutnya disiqgkat APBD
adalah Anggafan Pendapatai dan Belanja DaeEh Prrvinsi Riau.

12. Tambahan Pc.ghasilan Pesarvai adalah tambahan penghasilan ya.g
diberkan kepada PNS dar CPNS dalam fanska peDnrgkatan kcsejahre.aan
pegawai sesuai dengan kemampud L€uaDgan daerah se.ta berdasarkan
ketentuan lefaruran perundanga. undangaD.

13. Nilai l<inerja adalah Tingkat atau nilai tatulilan kerja menyelu.uh yang
di.apai oleh seliap PNS dan CPNS

14. Masa kinerja adalah kurun s'akru I (satu) bulan erhiiung mulai ranggal I
sampai dengan tanggal 31 da.i kegiatan yang dinilai untuk diberikan
tahbahan penghasilan.

ls. Hai knle.ja adalah kufun dalam satu hari yanS berisijam pelayanan elektil
unruk melaksanakan tugas pelay,nan publik dan pel.yanan apa.arur.

16. Pejabat penilai adalah atasan Langsung yang menduduki jabatan Struktural
pada Perangkat Daerah.

17. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah.



18. Hukuman Disrplin adalah hukuman disiptin sebagaituana .liatur datam
Peraturan Pemerinran Nomor 53 Tahun 2O1O tenrang Disiptin pegawai

19. Disiplin Pegawai Negeri Sipit adalah Kesanggupan pegawai Negeri Sipit untuk
menaati ke\rajiban da. menghindafi la.angan yang ditenrukan dalam

.Pe.aturan Perundang-undangan dan/arau peraluran kedinasan yang
apabna ddak diraari atau d'angga. dijatuhi hukuman disjplin

20 Jabatan furgsionat keahlian adalah jabatan fu.gsional kualitikasi
prolesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mcnsyaratkan
penguasaa. 

'lmu 
pengerahuan dan retrnologi di bidang keahtiaannya yaDg

lugas utamanya rnelipuri p€ngembangan pengetahuan, pcnerapan korsep
dan t.or1, ilmu dan seni Lnruk pemecahan tuasalah daD pemberian
pengajafan dengan cara yag sisrematis

2r. Jabatan fungsional ker.ampilan adalah jabatan fungsional tealifikasr teknisi
atau penunjang profesional yans pelaksanaan rugas dan fungsinya
mensyaratkan penguasaa. pengerahuan teknis di saru bidang ilmu
pengctahuan arau lebih yang rugas uhmanya metipuri pelaksanaan kegiaran
tekn's yang be.kaitan dengar penerapan koDsep dar metode operasjonal di
bidang ilmu peneetahuan tcrscbur sena pemberian pengajaran .li ringkat
pendi{:llkan te.tcnru

22. RemuneEsi adalah ihbalan ker.ja yans dapat berlrpa saji, honoraiunr,
tunjangan tetap, insendr, jasa petayanan, bo.us arau pfeslasi, pesangon
dd/.tau pensiun.

23. lnsentif adalah tambahan penghasian yang djberikan unruk menrrgkatkan
sarah kerja, uang pffangsang dan/aiau penghasilan tambahan yang aion
dibcrikan kepada karyawan yans dapat mcmbc.ikan presrasj sesuai <lersaD
y 

' 
1C Pl. li _ . p\a ' S..drdn K-! ' P.ga r.l

24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh petaksana pclayanan
atas jasa yang diberikan k€pada pasien dalm rangka pelaydan medis,
pelayanan peDunjang nedis dan/atau pelayana. lainnya sesuai dengan
Sasaran (e{a Pega$ai.

25. Satuan Pendidikan adalah Unii Pelaksana Teknrs Dinas Pendidikan beNpa
Sekolah Menengah Umum dan Sekotah Men.neah Keju.uan.

26. (ondisi Kerja adalah Tadbahan Penghasilan yang diberikan k€pada pNS

da. CPNS yang dalam melaksanakan rugasnya bemda pada tingkungan
kerja yang merniliki .esiko tinggi.

27. Pola Pengelolaan Keuargan Badan Latanan Umum Dacrah selanjutnya
disingkat PPK BLUD adalah Pola Pengelolaan keuanAan yog memberjkar
neksibilitas berupa kcleluasaan untuk meneEpkan p.aktek,lraktek bisnis
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakar dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdastan kehidupan
bangsa, sebagai pengecualian dad keteniuan pengelolaan keuatrgan daerah
pada umumnya.

24. Anggamn Pendapatan Bclanja Daerah selanjlrtnya disinskat APBD adalah
rencana kcuangan tahunan Pemernrbb Daerah yang .libahas dan disetuju'



bersatua olch Pern€finrah Daerah dan DPRD, dan diterapkan dengan
Peraturan Daerah.

BAB II
TUJUAN

pasal 2

T\rjuan Pemberian Taftbahan Penghasilan Pegawaiyaiiu sebagai be.ikut :

a. M€ningkatkan Disiplin dan kine{a PNs da. cpNsi
b. Metuotivasi PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan flrngsinyaj

.. Meningkatkan kcsejahre.aan PNS dan CFNS

BAB III
RUA]TG LINGKUP DAN BDSARAN AAMBAIIAN PENGHASILAN PEGAqIAI

Bagid Kesaiu

Ruang Lrngkup

pasal 3

11) Tdnbahan Penchasilan P€sasai dibavarkan berdasarkan:

a. Kond,si (erjai

b. Pertimbangan objektif lainnya.
(2) lambahan Penghasilan Pegawai be.dasarkan l(ondisi Kerja sebagajnrana

drmaksud pada ayat (1) hurui a, diberikan kcpada PNS dan CPNS yang
dalam melaksaDakan iugasnya berada pada hEkungan ke.ja yang metuitiki

(3) Tambahan Penghasilan Pegarvai b€.dasarkan pertimbangan objektir lanrnya
scbagarmana dimaksu.l pada ayar (l) hurur b, dibedkan kepada PNs da.
(o\Sd. l"n " gk - .s...nk-\Fr', ,.' .. ' p.Ad.!'

Pasal4

(1) lambahan Penghasilan Pesatr'ai berdasarkan Kondisi Kerja sebasainana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) hrrul a, dibeikan kelada PNS dan CPNS
yang benugas lada Perangkat Dac.ahlUnil Krja yang terdiri da.i aras:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Darrahi
b. Ba.lan Pengclola (euanSaD dan Aset Daefah;
c. Inspektomt Dacrabj

d. Badan Penghubungl

e. Satuan PolisiPamong Prajal

L Bidang yane menycl.nggarakan Pclal,anan Te.padu Satu Pintu (Bidang
Penyel€nggafaan Pelayanan Perizinan dan Nor Perizinan A, B, C ild
Bidang Pcrgaduan, Keblakan .lan Pelaporan Pelayananj Dinas
Penaraman Modal dan PetayaDan Terpadu Satu Pintu;

8. Rumah Sakit Urnun Daerah Afifin Achmadj

h. Rumah SaknJi{a Tampanj

i. UPl Anjungan Tadan Mini Dinas Pan$isara;
j. Basian Admrnisl.asi Iieuangan Bi.o Umum SctreGriar Daerah;



k POKJA Unit rayanan Fengadaan lada Biro Adminisbasi Pembangunan,
Pengadaan Ba.ang dan Jasa Sekrcta.iar Daerahi

(2) Tambahan Penshasilan Pcgawai bedasarkan Pertimban:tan Objektil lainDya
sebagaima.a <linaksud dalam Pasai 3 ayar (1) huruf b dibefikan kepada pNS

da. CPNS yang ti<lak m€re.ima Tambahan Penghasilar Pegawai
berdasarkan Kondisi kerja

Bagian Kcdua

Besaran Tambahan Peryhasilan Pesawai

Pasat 5

(1) Besafan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagajmana dimalsud datam
Pasal 3 ayat (1), diberikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi dinamis.

(2) Besaran Taftbaha. Penghasilan Pegawai bedasarkan Kondisi ]{erja
sebagaituana dnnaksud dalam pasal4 ayat (l) huruf a, b, c, d, e, f, I, j dan k
tercantun dalam Lampira. I dan derulakan bagian yang tidak teryisahkan
dari Peraturan Oubefuur ini.

(3) Besaran Tambahan Penghasilan legawai berdasa.kan (on.Lisi Kerja, khusus
Perangkat Daerah PP( BIUD Ruhah Sairit Umum Daerah Arilln Achmad
dan Rumah Sallit Jnva Tampan te..antum dal.m lampiran ll dan
merupakan bagian yaDg ddak terplsahkan dari Peraturan Cubemu. ini.

(4) BcsaEn Tambahan Penghasilan Pegavai bedasarkan Pertimbangd Obj€ktif
Lainnya sebagaituda dimalsud daLm lasaL 4 ayat (2) tercantum dalam
Lampifan III dan mcrupal<an bagian yang tidak terpisahkan dan Peraluran

(5) Besd?n Tambahan Penghasilan Pegaivar berdasarkar Perlimbangan Objektil
Lainnya untuk Perangkat Daerah Badar Pendapatan Daerah dan Perangkar
Daefah PPl< BLUD Rumah Sakir Umum Dacmh Petala Bumi tercanium
dalam Lampinn IV dan m€rupakan basian yang ti.lak terpisahkan dad
Pemtufan Gubemur ini.

(6) Besaran Tambahan PenShasilar Pegawai berdasarkan peftimbansan objektif
lainnya untuk Saruan Pendidikan rercantutu dalam Lampiran v dan
merupakan bagian yaig ridak rerpisahkan dari Peradran Gubernur ini

(2)

BAB IV

PEMBERIAN

Pasal 6

Seluruh PNS dan CPNS diberikan Tambahan Penghasilan Pcgarvai.

Peneima Tambahan Penghasiian Pegaivai sebagaimana dioaksnd ayai (l)
yaitu PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam dalhr galr.

PNS yang ditugaskan menjadi Pelaksda Tugas (Pli), diatur dengan
ketertuan sebagai berikut

a. selain menerima Tambahan Penghasilan Pega$.ai dai jabatd deGnnit
yang diembannya, diberikan juga Tambahan Penghasilan Pega{ai
seb€sar 20olo (dua puluh persen) dari Tolal Tambahan Penghasrlan
Pegawai padajabaran yang di.angkapnya (pelaksana tlrgas)j

(.1)



b, atau mene.iha Tambahd Penghasilan Pegawaj peouh ddi jabaran ydg
dirangkapnya (pelaksana tugasl dan tidak menerima Tdbdnan
Penghasild Pesawai ddi Jabard definitirnya.

Pasal 7

(1) PNS Pusat dan Daerah lainnya yans bekerja pa.ta perdgkat Daerab dapar
diberik@ tambahd penghasilan dengan kerentuan:

a. berstatus dilekerjakan (titipan)/diperbantukan pada Pemerintah

b. tidak menerima honordium atau runjansan lain yde sejenis dari
Anggdd Pendapatd dd Beidja Negda dd/atau Anegdd
Pendapatd dan Eeldja Dae.ah Lain.

(2) PNS Pindahd dari Pusat/Provinsi/Kabu?aten/Kota ke Pemerintah Provinsi
yang namanya telah te.daftaf dalam daftar gaji dan PNS yang berstatus
dipekerjakan (titipan) / dilerbantukan/ pada Peme.intah Provinsi dqpat
menerima Tambahan Penehasild serelah yang bersangkutd secara nyata
melaksanakan tugas seLma 6 (enam) butd berdasa.kan sura. pernyataan
ftelaksanakan tugas ddi Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dd
anggarannya cukup tersedia dalam Dokumen Pelaksdmn Anggaran Satuan
Kelja Perdgkat Daerah (DPA SKPD)berkenaanj

(3) PNS Pindahan sebasajmoa dimaksud pada ayat (2) dapar lancsune
menerima 'fambanan Penghasilan Pegawai apabila telan dilanrik menduduki
jabatd sbuktu.al;

(.r) Bagi PNs Daerah yds berstatus dipeke4akd/diperbotukan kepada
Insldsi vertikal, diberikan tambanan lenshasilan Pegawai dengd
ketentuan tidak meneritua Tambahan Penshasilan/Tunjdge Kine.jal
Redune.asi atau sejenisnya ydg bersumb€r dari Angsaran Pendapatan dan

Pasal a

(1) CPNS diberikan 'rambanan Penghasilan Pegawai sebesa a0% dari total
Tanbahan Penghasilan Pegawai menurut goiongan.

(2) Terhadap PNs yang sedans menjaLdku Tugas Belajaf dengan mempe.oteh
beasiswa dd/atau PNS dd CPNS dalam kondisi sakit tidak masuk kerja
lebih ddi t (satu) bulan, hanya diberikan rdbanan penghasilan sebesa.
nilai alokasi dasd menurut goLongan.

(3) Tanbahan Penghasild untuk Pejabat Fungsionai Keahlid diatur sebagai

a. Jenjdg Utama disamakan dengan eselon lll.bj
b. Jenjang Madya dismakan dengan eselon lv.a;
c. Jenjang Muda disamakan dengan eselon IV.b;

d. Jenjdg Pertama disamakan dengan non eselon lv/c.
(a) Tatubahan Penghasilan untuk pejabat Funssjonat Keteratupilan diarur

sebagaj berikut :

a. Jenjdg Penyelia disamakan dengan non eseloD Cot Ivlaj



Jenjang Pelaksana Lanjurd disdakan.tengan non eseton Ool tI/cj
Jetlang Pelaksana Pemula da. pelaksana <lisamakan .lcngan non eselo.

pasal 9

(l) PNS dan CPNS yang ti<tak berhak mene.ima Tambahan penghasilan pegawai

a be.status rersangka dan diLahani

r, berstarus re.dakwa a|au terpidanai

c. cuti di luar ranggungan Negarai

d. cuti besar kecuali curi mebnirkan anak perrama dan kedua serra cud

PNS yang diberhentikani

r'.gkat caparan Pcnlaian prestasi Ke.ja bulanan dibawah 5o%;

tidak nasuk beke.ja rerus m€nerus ranpa kere.angan yang sah selama s
ha.i atau lebih dalam I butanj

h. tidak masuk beke.ja ianpa kererangan yang sah selama t2 hari atau
lebih dalah r buhn

t2) PNS dan CPNS yanc melaksanakan cl,!i metahirkan dan cuti haji
sebagajmana dimaksud ayai (r) huNt <l diberikan Tambahan peryhasilan
Pecawai maksrtual 2 (dua) bulan.

pasal l0
(11 PNS dan CPNS yans dikenakan hutruma. disiplin tidak dibe.ikan Tambahan

Penghasjlan Pegawai dengan kereDtuaD scbagai beriklrt :

a Hukuman disiplin firgkai sedang ft]ak diberika,r Tambahan penghasilan
Pegawai untukjaneka s,at ru 3 (tiga) butan;

b Hukuhan disiplin dngkat berat ridak diberikan Tambahan penghasilan
Pegarvai unluk j angka waktu 6 (enan) bulan.

(2) Penghentian pemberian Tambahan penghasjlan pegawai sebagaihana
dimaksud pada ayai (t) rerhtung sejak ketetapan hukuman drsipli..

BAB V

KRTTERIA DAN PENGHITUNGAN

Bagid Kesatu

Kriteda

Pasal t 1

l1) Penbe.ian Tambahan Penghasilan Pegas,ai sebasaimda dimaksud dalam
Pasal3 ayat (1) berdasarkan kriteliayang terdi.i dari:

a. Disiptin l(erja;

b. sasarar Ke.ja Pesaivai.

g



(2) DisipliD (erja scbaeaimana dimaksud pada ayar (1) hutufa ftelipu!1:
a Mengikuti apel pagij

b. Masuk kanror;

c Pulang ke{a sesuai kcrerltuan.
(3) Disiplin (e.ja sebagainana dimaksu.l pada ava! (2)

pengisid daftar hadir.

(a) sasa.an (e.ja Pesawai sebagaimana drhaksud pada
mel'puti Pelaksaraan lugas rurin setiap han sesuar

(5) Pelaksanaan tugas .urin sebasannana
densa. sasafan Kc{a peeawai dan
penilaian bulan berkenaan daD Hasil

dimaksud Pada ayar (4) dibukrikan
penilaian capaiann_\,a unruk masa
Perhiiungan Tambahan Penghasilan

(6) Tata cara penilaian Sasafan Kerja pegawai sebagai(ana dimaksud pada ayar
(4) bcrpedonan pada kelentuan pcraluran perunddg-undangan.

17) Bobot penilaian <tisiplin dan Sasaqn Kerja peeawai scbagaimana iercantutu
.lalam lampi€n Vl darl mc.upakan basian yang tidatr Lerpisahkan da.i
Pe.aturan cubernu. ini.

Bagian t<cdua

perhitungan

Pasal t 2

ll) Pe.hitunean pembe.ian Tambahan pcnghasjlan pegas.ai b€fdasarkan:

a. Alokasi dasar;

b. Aiokasi dinamis.

(2) Perhitunean Tambahan P€nghasilan pegarvai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hutufa diberikan kcprrla PNS dan CpNS bercifar sratjs/tetap.

{3) Iousus Peralgkar Daefah PP( BLUD .tiberikan Tambahan penghasilan
Pegawai ierdiri dad Alokasi Dasar yang be.sumber da.i APBD dan Alokasr
Dinamis ydg be.sutube. dari Jasa petayanan.

(4) (husus Perangkat Daerah Badan Pcndapatd Dae.ah dibeikan Tambaharl
Penghasilan Peearvai terdiri da.i Alokasi Dasar yang bersumber dari APBD
dan Alokasi Dinamis ya.s beEulrber dari tnsentiqUpah pungui.

15) Tatacam Perhitungan dan Pembaya... untuk Atokasi Dinamis yans
bersumbe. da.i Jasa P€layanan dan Insentif/Upah pungut sebagannana
dimaksuil pada ayat (3) dan (4) be.pedoman pada keteniuan peralu.a.
Perundang urdangan.

(6) P€rhitlhgan Total Tambahan Pcnghasilan Pegaivai scbasaimana dimaksud
Pada ayat (l ), sebasai berikui:

a. Alokasi Dasa. berdasarkan Disipl,. dengan bobor 40ol. ]ang metipuri:

I apel pagi diberilan bobot sebesa. 5% dari besaran nitai aiokasi
dasar berdasarka. gotongan;



2. masuk kantor diberik& bobot sebesar 2oot da.i besdan nitai
alokasi dasd be.dasarkd golongan;

3. pulog kerja scsuaj ke&ntud djberikd bobot sebesar lso/o dai
besard nilaj ajokasi dasd be.dasarkd goiongan.

b. Alokasi Dinamis berdasdkan Sasaran Kcrja pegawai yang merupal<d
peraksanad tugas da fungsi setiap ha.inya dengan bobot 600/0,

@ 9i,1..n:l insentif/upah puneur sebasainana .timaksu.l pada ayat {4)(Alokasi Dinaftis yds bersumber darj rnsentif/Upan r""g"i) da.k aup.i
dibe.ikan kdena ti.tak te.capainya tdget penerimad sesuai feputusa
Gubernur (Target penerjmad pendapata Asli Daerah khususnya Bea Batik
Nama Kenddaan Bermotor, pajak Kendaraan Bertuotor dan pajak BahEnBaier Kendaraan Bertuotor), tuaka Tambahd penchasna; pesawai
diberikd dengao berpedoman pada lampi.an IIL

(8) Perhit_ungan Tambahan penshasilan pegalvai sebagaimana dimat<sud pada
ayat (1) huruf a unruk Saruan pendidikd provinsi Riau berdasa;kan
Disiplin ydg tueliputi:
a, masuk kdtor dibedkan bobot sebesar 25% <1tui besard nilai alokasi

dasar berdasa.kan golongd;
b, pulang kerja sesuai ketentuan dibefikan bobor sebesd tso/o dari besaran

nilai alokasi dasd ber.lasarkd golongan,
(9) Peftituoga! Tmbahd penshasjtan pegawai sebagaimana dimaksu.l pada

ayat (1) huuf a pada pNS/cpNS peralskat Daerah PPI(-BLUD yang
menggunakan shift ke{a, waktu absensi disesuaikan dengan waktu shift

(10) Perhitungan tambahd sebagaimana dimat{sud pada ayat (6) hurufb denea
nilai capaian 51 75 dihitung berdasarkd persentase, seddgkd nitai
capaian 76 keatas dihitung dengan bobot sebesar 6odlo.

(t1) cda perhitungd Tambanan penghasild pesawai sebasaimana djmaksud
pada ayat (l) te.cantuh dalm tampiran vrr nerupat an bagi@ yag tidak
terpisahkan daii PeEturb Gubernu. ini.

BAB VI
AI,OKASI ANCCARAN DAN CARA PEMBAYARAN

Bagian pertama

ALokasj Anggar&
pasat l3

(1) Belbja Tambahan Penshasile pegawai dimggarkan pada APBD.
(2) Belanja Tmbahd penghasitan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayar

{r) dialokasikan metalui Dokumen peratrsanad Anggaran Satud (erja
Perdgkat Daerah (DPA-SKPD).

Bagian Kedua
Cara pembayard

pasat t4
(1) Tambahan Penshasitan Fegawai dibayaikan paling tmbat langgat 10 bulan

berikutnya dffi masa kerja dan dikerakd pajak lenghas an sesuai
ketentuo peratuEn lerundang undanga.

(2) Pejabat Pmsguna Anssaran nensajukan sulat perninraan pembaya.an
Tmbahd Penghasjld pegawai melatui bendahda pengelua.d dari



masrng-masi.g pc.angkat Daekh sesuar oengan ketcnluan peraturd
Perundang,undangan.

(3) su.at peninraan penbayaran s€bagaimana dimaksu.t pada ayar (2) dencan

a. Penilaian disiptin ke.jaj
rr. Capaian sasararl ke.ja;
c. Hasil pe, hitungan Tambahd penghasilan pega{,ai;

d. Dalta. permnltaan Tambahan pengbasjtan pegawai

(4) Tambahan Pengh6ild pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayal(1) dibaya.kan hanya I (satu) jenis dan .libebdkai pada Dokuhen
Pelaksanaan Ansgaran Satuan tre.ja peranskat Daerah (DpA SKPD) tcftpar
PNS dan CPNS berrusas padd saaL pembataraD

BAA VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian penama

pengaivasan

pasal ls
(1) I(epala Perangkat Dae.ah dan pejabat Srruktural secara berjenjang

melakukan Pengawasan terhadap penilaian sasaran Kine{a pegawai pNa
dan CPNS berdasarkan indikabryang ielah diterapkan,

(2) T,m Pemantau Disiplin pNS di tingkungan pemerjnrah provinsi .tapar
medbe.jkan rclromendasi penilaian disiplin pNS.lan CPNS be.dasd.kan
hasii pengas,asar re.hadap pNS dan CPNS I,ang .litaksanakan scwakLu
waktu sesuai ketentuan pe.aru.an pemndang undangan

Bagian (edua

E!atuasi
pasat t6

(l) Kebi.jakan pemberian Tambahan peqhasilan pegawai yang diarur dalao
Pe.aturan cubcrnur ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dd
kemampuan APBD dan/atau kerenruan pefaturan perundang undangan.

(2) Evaluasi sebaga'mana dimaksud pada ayat {t) paling sedikir metiputi:
a BesaFn tambahan penghasitan dengaD menpe imbangkan kemampuan

keuanCan dac.ah;

b Mekanistuepembaya.ani

c Pelaksanaanpernbayaran;

d. Kebena.an usulan pemberian Tambahan p€nghasilan pegawaij

e. lndikator penghitLLnsan Tambahan penghasitaD pegas,ar.

(3) Pelaksanan cvaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) .tilakukan oieh
tim yang dibentuk dengan Kepurusan Gube.nur.



BAB VIII

KETENTUAN LAIN-IAII{

Pasal t7
Denga. dibe.ikan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada PNS dan CPNS,
Hono.arium Kepanitiaan dalam Kegiatan yang bersifat pelatihan, sosialisasi,
bimbinga. teknis, penrrluhan, workshop, lokakarya dan sehinar tidak

BAA IX

PENUTUP

pasal te
Pada saat Peraturan Gubedur ini mulai berlaku maka PeratuEn Cubernu. Riau
Nomor 12 Tabun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Taiun 2016
Nomor 12) dan Peraturan cubehu. Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pe.ubahan
atas Pehtu.an Cube.nur Riau Nomor 12 Tahun 2016 tentang 'lambahan
Penghasilan Pegawai Nege.i Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Be.ira
Daefah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomo. 59) dicabut dan di.yatakan tidak

Pasal 19

Peraturan Cubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

unonnun nnv 

6. 
ensvlouuluror rucslrer

PRo!'rNsr zuA

Aga. setiap orang mengetahujnya, fteherintahkan pengundangan Peraturan
Cubernur ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerah Prorinsi Riau.

Ditelapkan di Pekanbarr

pada tangsal 

SE"RETARI

H PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR: 
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LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR R]AU
NoMoR 
TANGGAL 

BESAR,AN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN (ONDJSI KERJA

NO
PEGAWAI NEGERI SIPI

BESARAN TAMBAHAN
PENCHASILAN PEOAWAI

rorAl TPP #s^H:: ALOKASI

I. BADAN PENGE OLA I(EUANGAN DAI{ ASBT DAERAII

25.000.000 9.855 OOO I t5.I45.OOO
2 15 000.000 ] s ??r'ooo 9.228.000
3 5.154.000 4.24ri.000

1I500.000 s 112.000 6 388.000
5 10 700.000 4.755.000 s.945.000

I 9.4s0.000

f srrso'ooo

t ?."oon""
1
a 4 r.22.000

9 7.200 000 3.675.000 3.525.000
cdon8d lrv/.) s.d l,V/e) 5.800.000 I 4i2.000 2 168.000
Golonsd (lvla) s.d (IVlb) 3.225 000 2.375.000

12 Coronge trn/cl s.d (lr/d) 4.400.000 2.514.000 2 2a6 000
t3 colonee (1fl /aJ s d l t/b) 4.s00.000 2 188.000 2.112.000

coronsd ll/ol s.d (lllLlJ 1.630 000 1.620.000
15 coronga (I/a) 6.d (I/d) 1.560.000

II. BADAN PERENCAN-AAN PEMEANGUNAN DAERAII

25 000.000 9.855.0001 15 t45 000

15 000.000 5 712.AOA 9 228 000

5154.000 8.246.000

5.112.000 6 183.000
5 4 755 000
6 9 450 000

4.149.000 4.601.000
8 7 400.000 4.r22.000 3.678.000
9 o".to. tv.t oot ll-l

colongd trv/c) 6.d 0v/€) I

7.200.000

s.300.000 
]

a6ot,ool

3.675.000 i 525 000

3.432.000

3.225.000lt coloied ltv/at s d ltv/bJ 2 175.000
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NO
PEGAWAI NDOERi S]P[

BESARAN TAMBAHAN
PENOHASILAN PEOAWAI

T6TAI TDO L ALOKASI I ALOKASI- - | DASAP Rp. IDNAMISPD
).2 coronc& l[r/!) r.d ( tld) 4 800.000 2 514.000 2.236 000
l3
|:

Golonee utl/a) s.d utr/b)
Golonsd (!I/a) s.d (Illd)
colonsa (I/a) s.d \rld)

4.500.000

3.300.000
?

i
384.000

44oOOO-

2.112.000

r.620,000

ur,

r
?

I
l
:

BIDANG YA{G MEN"ELDNGGARABA{ PDLAYANAN
PINTU {BIDANC PENYELENGGARIAN PELAYANAN
NON PERIZINAN A, B, C DAN BIDANA PENGADUANI
PE APORAN PDLAYANANI DII{AS PENANAMAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTV,

TERPADU SATU
PDRIZINAI{ DAN
KEBIJAIIAI{ DAN

MODAI, DAII

Eselon lla I?.5OO.OOO

E5eron rrlacolv I ro.soo OOo

Eselon IIl.acotIII I 9,50o.ooo

Eselon IILb Col lV 9.23O.OOO

Eselonlllb Ool lll 8.93O.OOO

Eselon iv.a Got iv a.500.000

9.855,000 i 7.64s.000

t?zoool 4rrsloo

-;ooo| 4^:-6.o00

slrtoool 4lts.ooo
+rss-ootT 4r?sooo
46??.o001 3sr3o.,o

1
a

Eselon IV.a Gol IiI 7.500.000

7.320.000

4.149.000

4.t22.a1a

351.000

198.0003

9

10

Eselon lv.b Gol Ill
oolonso 0v/.)s.d 0v/c)

6.400.000

s.350.000

3.675.000 : 125.000

coronss(rv/4sd{rvlb) J.225.O00 2.275 AOA

coronstu 0 [/0 s.d (rrrld) 2 514.000 2.146 000
I3 colonsd 1rn/3j s d ( tlb) 2.388.000

coroncd (rva)s.d tt r/d) J.250.000 1.640.000

15 coronsd {l/a)s.d U/d) 2.900.000 r..160.000

IV. INSPE(TORATDAERAI{

r iEsero" n.q I rz soo.ooo] -EssoooT -;;ooo
2

3 9.500 000 5.154.000

9.23A AO0 5.112.000 4.114 000

5 3.910.000 4.7s5 000 4 r75.000

3.423.000

3.351.000

4.122.000

6.800.000 3.675.000 L125.000
10 coronsd (v/c)s d (rvle) s.350.000 2 418.000
rt coroncs iv/4 s.d ttv/bJ 3.225.000 2.275.4O4

T2 Goloncd (llIlcJs d (lIl/d) 2.514.000 2.186.000



NO
PEGAWAI NEGER] SIHI-

BESAMN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI

ALO(ASI

13 coronsa (lll/aJ s.d (lli/b) 4.750.000 2.388.000 2 162.000

Gorongd lrva) s.d (tvdj 3.250.000 1.680.000

I5 colorstr (r/al s.d (r/dl

V. SATUAN POLISI PAMONG PRIiTA

1 Escron ra r6.soo.ooo f ;;ssodT ;;;-oo
9.750.000 5.772040

8.750.000

5.112 000 3.578.000

6 3.573.000

3 15t.00o

I 7.250.000 4.122.000 3.128.000

7.050.000 3.Jt5.000
t0 coloned (lv/.) s.d (lv/e) s 800.000

1l cdonsh 0v/3)s d (rvlb) 3.225.000 2.225.4O4

T2 Colonso (rrrlc) s.d UII/d) 2.514 oOO 2.316.000

l3 Golongo [n/a)s.d [n/b) 4.650.000 2.388 000 2.262.404

coronsd(U/a)rd{I/d) 3.150.000 1.680.000

15 coronsd(r/a)sd(r/d) 2.500 000

VI. BADAN PENGHT'BUNC

2 9.850,000 5.154.O00

l 51r2.000 4.688.000

5

8.500.000 4.35L000

3.450,000 4.122.404 4.128.000

I 8.300.000 4 625.000

colonsm (rv/.J 5.d (lv/e) 7.800.000 3 4J2.000 4168.000
10 coroned (rvlaj s.d (rv/b)

1I colonsd 0rI/cl s.d llrl/d) 6.750.000 4 236 000

I2 colone& llll/a) s.d tltt/bJ 6.500.000 2 188.000 4112.000
t3 colonBd (llla) s.d (lrld) 5.000.000 I 680.000 I 120 000

coronBfl (l/a) s.!r {l/d) 3.500.000 2.060 000

VII, BAGIAN ADMINISTRASI KDUAIGAN BIRO IA(UM SEIIRETARIAT DAERAII

5.772_OA0 3.978.000



NO
PEGAWAI NECERI S]P[

BESARAN TAMBAHAN
PENCHASILAN PDGAWAI

rorALrPP rllxfii |''iX',i*"i"

8.450.000 1.773.000

7.350.000 3.201.000
colof sd irrL/c) s.d ( tldl
Goronsm 0rr/a) s.d (rrlb) 2.laa 000 2.2I2.000
colons& lll/aj s.d (llld) 1.520.000

8 coroied (r/al 6.d (r/dl 2.850.000 r 4t0 000
vur, upr ANJaTNGAN TAMAtt 

'rr^', 
rNpowpsro prNlilonrq,'d-

' Eseron r" a ^or r. r..ooo ooo| li, oooT- ijjiooo
2

5112.000

9.650.000 4.755.000 4 a95.O0o

5 9.500.000 4 823.000

4.500.000

4.122.000 4 323 000
8 4.625 000
9 Goloned (lv/c) s.d (lvle) 7.800.000 1.4t2.000 4.368.000
10 Gorongd (rv/a) s.d (rv/b) 7.6;0.000 i.225040

coronstu LJI/() s.d {rr /d)
colong{ (tlt/als d (fltlb) 2.laa 000 4112.000

l3 Gorors$ (rrla) s d llr/d) s 000.000 J.320.000

Goronee 0/a) s.d (r/d) 3.500.o00 2 060.000
D'. TIM POKJA UI,P BIRO ADMINISTRASI PEMBA]IG1'NAN. PENGADA.AT

BARAI{G DAN JASA

I l Colo' Bu l. I a .4O.OOO LIO5.OOO

2 2.268.000 6.172.000

3 8.O00.000 I 560.000 6.440.000

GUBERNUR RIAU

II, ARSYADJULTANDT RACEMA
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: PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR ;
TANGGAI

BESARCN TAMBAHAN PENGHASIL{N PEGAWAI
BERDASARKAN (ONDISI (ERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN

ACHMAD DAN RUMAH SAKITJIWA TAMPAN

BESAMN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI

DASAR TSIPIL

RUMAII SAKIT UMVM DAERAI{ AIIIF]N ACIIMAD

TI. RUMAII SAKIT JIWA TAMPAN

9 4<O OOO ]ASA PEL{YANAN PENUH

JASA PELA\ CNAN PENUH

JASA PELA\AI\AN PENUH

JASA PELAYANAN PENUH

;;;oo JAs^

JASA PELAYANAN PENUH

coons-r llr /:)s d Lrlt/bl

Golongd lII/a) s.d (il/d)

colon8an LIv/.ls d lrviel 5.600.000 JqSA PELA\ANAN PENUH

colonean irv/: >.d 1lv/ b

l0 C!longd r\ /c) s.Ll lr\'/el
tl Gol nBm Lv/dl s d Lv/ bJ i.9

0oloncan ull/c)s d [n/d)
JASA PILAYANAN PENUH

aolongd L/alsd lt, d)

3

JASA PELAYANAN PENUH

JASA PELAYANAN PENUH

JASA PELA\ANAN PENUH

JASA PELA\ANAN PENUH

6 808.000 IASl PELAYANAN PENIJH

J4SA PITA\ANAN PENUH

J {SA PELAYANAII PENUH

JASA PELA\ANAN PENUH

5 696 000 JASA PE'AYANAN PENUH

JASA PELAYANAN PENUH
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PEGAWAI NEGERI S)PIL

BESARANTAMBAHAN
PENGHAS]I,1N PEGAWAI

t2 coronsd llx/c) s.d Utt/d) 4 400 000 JASA PELAYANAN P!N!H
1l colorBm (Ul/aj s d (ttt/bl JASA PELAYANAN PENUH

aobngm 0va) s.d 0t/d) JASA PELAYANAIIPENUH

l5 coroncan 1rlats.d 0/d) 2 400.000 JASA PEI.AYANAN PENUH

RNUR RrAU

ARSYADJULIANDI RACHMAN
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BESARAN TAMBAHAN PENCHAS]LAN PEGAWAI

BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJE(TIF LAINNYA

: PERATURAN OUBERNUR RIAU
NoMoR I
TANGGAL :

LAMPIRAN NI

GUBERNVR RIA

NO
PEGAWAI NEGERI S]PIL

BESAR,qN TAMBAHAN
PENGI{AS]I-4N PEGAWAI

2 r8 600,000 12.400.000

3 12.600.000

Es€lon lla (Kepala leroskat
16.425 000

5 15.850.000 9.510 000

8.590.000 5.154.000 3.436 000

a a 520.000 5 r12.O0o

3.114.000

6.915.000

T2 6.870.000 4.r22.AOO 2.748.000

13 6.r25.000 2.450.000

GoLongo (Ivlc) s.d {lvlel 2.234.000

l5 colonsd (IV/.)s d tlv/b) 3.22s.000

l6 corongm (rn/c) 6.d 0rr/d) 2.5r4.000

colonsd 0n/a)s.d 0!/b) 3.980.000 2.J88.000 1.592.000

1a coronB (lll4 s.d (llld) 2.800.000 1.640.000 1 t20 000

Goloncd (r/a) s.d 0/d)

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
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: PEMTURAN GUBDRNUR RIAU
NOMoR :
TANCCAI :

BESAR,AN TAMBAHAN PENOHASILAN PDGAWAI
BERDASARKAN PERT]MBANCAN OBJEKTIF LAINNYA tsAOAN PENDAPATAN

DAERAH DAN RUMAH SAI{IT UMUM DAEMH PETALA BUMI

BESARANTAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI

&.,i$il [ -''*' DrN{Mrs

INSENTIF/UPAI] PUNCUT PEI\]UH

INSENTIF/UPAH PUNCUT FENUH

INSENT F/UPCH PUNUUT PENUH

JNSENIIF/ UPAH P(,]]!OUT PEi!UH

INqENTIF/UPAH PUNCUT PINUH

oollnsa.1I\ /rls d 1\/!l
ooloDed (lv/a) s.d UV/b) JNSENIIF/UPAF] PUNCU I PENUH

Golongd (Ill/c) s.d (IIl/d) 2 194 000 tNsfNTlF/UPAH

colons.n lLll/.1 sd i /bl 2.26U OOO IN)ENT FTUPAH PUNCUT PEI{UH

r4 coronea. (r/a) s d 0vd) r 560 OO0 lNStNI|F/ UpcH pUNuUr pEN!H

l5 Coongrr il/r sd I /J) ] ]20 OOO INiENTIF/UPAH PUNGUIPENUH

11

I. BADAN PENDAPATAT{ DAXRAIi

II. BADAI'I PDNDAPATAN DADRAII (UNIT. PELAYANATI TEKNIS]

INSENTIF/UPAH PUNCUT PENUH

6.915 000 PUNGUTPENUH

INSENTIF/UPAH PUNCUT PENUH

5 64J 750 TNSENTIF/UPCH

5 62I.2;O NSINTIF/ UPAH

4 961 240

4.950 0OO TNSENTIF/UPCH

coLof erf (lv/!r s d {lv/c) 4 I40 ONO I]!SENIIF/UPAH PUN',UT PENUH

Golo.gd (lv/a)s d llv/b) 3.aat 250

5 5i2.000

IN.JENTIF/UPAH P!]NCUT PENUH

INSDNTIF/UPAIJ PUNCUT PENUH

I 105 000

c.l!Nsan llll/r) s.d {l /d) 2.992.500
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colonsd (llla) s.d llt/.t)

t2 cdonsd lttt/als.d (J /bl PUNCUl PENUH2.835 000

l4 icolonB:n (tirl s.d tt/dJ INSENTiF/UPAH PUNCU'I PENUH

PEGAWAI NECERI SJPII

BESARAN TAMB HAN
PENCTIASILAN PECAWAI

II. RL'MAJ:I SAKIT UMUM DAERAII

I Eseton IIl.a cot IV JASA PE!A\ANAN PENUH

.IA5A PELAYAN\N PENI.]H

I{SA PELA} ANAN PENUH

9 220 0AO

H. ARSYADJUI,IANDI RACHMAN

4 Erelon tll.b Col llL 7 -2;.OOO

j Eseron rv.a C,ot v i 7 495 oOO_--
6 Eselon IV.a Col lll 6.615.000

JASA PELAYANAN PENUH

JASA PELAYANAN PENUH

JASA PELAYAI\AN PENUH

ll1l9ry1YllltuH
JASA PDLAYANAN PENUH

9 coLongd (IV/cl s.d (IV/el 5 5)O 000 JASA PELA\ANAN PENUH

l0 ColongJn tr\ /.J s d lt\ /b) 5 175.000 JASA PELAYANAN PENUH

Gotongd llII/c) s.d (lll/dl J\SA PELAYANAN PENL]H

)2 colon8d (lll/a) s.d (urlb)

colorsal (Illal s.d {llld) t6ffi;l
JASA PELAYANAN PENUH

JASA PELAYANAN PENIJH

JASA PELAYANAN PENUHcolonsan 1L/al s d (l/d)
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IAMPIMN V : PERATURAN GUBERNUR 
NOMOR r
TANOGAL :

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASAR(AN PERTIMBANGAN OBJEI<TIF LAINNYA SATUAN PENDIDIKAN

PROVINSI RIAU

I 500.000

RIAU

 
n. ansvao.rulranor necnuen

PECAIVAI NEGERI SIPIL

ooronad tv 2 250 ooo
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T{MBAHAN I
PENCNASTLAN PECAWAI

NOj\4oR I

TANCGAL:

BOBOT PEN/LA]AN IPP

knLTEPlq df,n INDIKATOR BoBor l

GUBERNUR RIAU

AIOXASI DASAR

ALOKASI DINAMIS

I Mengikuri apel pagr

3. Pulang kerja sesuai kerenruan.

SASARAN KERJA PEGAWAI

Pelaksanaan rusas dan iurlgsi

i DISFLTN

SASARAN KERJA PEGAWAI

Pebgbasjlan Peaawai

5v"

2Aa/o

l
Total Tabbaba! PengbasilaD Pegawai OO",,o(a' rabbana! pengbas aD pegawai 00",

BOBOT PENILAI TPP PERANCKAT DAER4II SAAUAN PENDIDIKAN

-.-

ALOSASI DASAR DTSIPLIN

2 Fulang ke4a sesuai keteDtuan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi

BERIuR

I{, ARSYADJULIANDI RACHMAN

F.^Au 

AIO(AST DiNAMIS
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LAMPIRAN vII : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMoR :
TA\LCAI

CARA PEREITUNGAN PEMBERIAN
fAMBAHAN PEIIGIIASILAN PEGATVAI

1. Can Perhitunga! pemberiar BesanD Atokasi Dasar:

a. Jumlah hdi Kerja 22 Hari
b, Besaran Alokasi Dasar Rp. 2.38a.000,,
.. B-sxtu A o!€si D ndis Rp. Lr9_ OOO _

d. Jumbn MengjkutiApet pagi 20 Hari,
e. Jumlah Absensi Masuk pagi di dalam Ruangan 22 Hari,
L Jumlai Absensi rstirahat sebdyak 22 Hari,
g, JumlahAbsensi Masuk setelah IstiEhat sebaryak 22 Hdi,
h. Jumlah Putdg Ke.ja sesuai Ketentuan Ia Hffi.
i. Pengukuran Sasaran Ke.ja peeawai 75.

a) Meqghiturg Besaran Alokasi Dasar/Bobot:

h) Menghituie Bobot Mengilqtt Ap€t pagi:

uor,,fi**our.rpo,=I"d t'@o otd*c.,""- 
"I'lljtuxa '"_ ia dn9'i!ir',1p'g|tug

=zi.s

cl MeDghiturg Bobot Masuk taantor
J'ni Ao .e ! M d p-sr , jdLr ak,u rs:trns 4s

(Junr:r' b! r{dj:rr 3)

d) Meoghitury Bobot Pulang Kerja sesuai Ketentua!
sntd Faans rr F eM Kstm.@

=D'fi

Admin
Typewritten text
3 Tahun 2017
5 Januari 2017



o X"."*"*iT:*",***" rambahan peEghas a! pesawai ler.rasa,kaD

EEtMTPP Abkdi D@= (Bobd udeila.i Apst Fort + Bobd Mstj iqd +

3d6 tuf, k6j4!flci {itntu) z 31tu44atok6t b@4sabd

= t4ss + 2a + 12,21), st.1or

2. Cara Pelhituryan Pemlerian Besaran Alokasi Dinamis

al Melghitung BesaraE Alokasi Dinamis/Bolot:

h) Merghitung B€salan

36u6 fPP abr6 D'3@61Eobe = Rob6 s6aftn Ktja P'gdval

Tambahrn Penghasilan PegaPai leldasarka!

34 drPP AIoNEt a'.m6= r RabDr lu s(p 
' 
R.3t6atak6i Di@tsttubor

3. ca.a Perhitungan Pembelian Aotal Tabbaha! pelgliasilan pegawai

Tddt t66MrpP - araf,nrpt Atak@i DsE + 360tunfpp A10k6i Dinmis

cuBERjiruR Rtau

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
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e) Melghitung Besarar Tambahan Pengbasilau Pegbwai berdasarkan

BadMTpF Atotfi D@r = tRohot we&!.i )a,t pqi+ Eobdt BM tand +
Rob6 tutora *qia elMi 4n4@j, s@'n at k6i De4sab.l

=(4,55+r0+12,r4,se.700

= (3632)r seroo

2, Cara P€rhitulga! pemb€rtatr BesaEq A.lokasi DinaEis

al Menghitulg Besaran Alokasi Dilabis/Bobotl

8qa@aPP abt6'D'l!ru/Edq=
30b6 s6onn Knjd P.ta*-ai

bl Meaghitung BesaraD

Bsrdrpp At k6!Dr@ts=P-@YoisxP x sobe Mt srp ,b.sdranata6i DhatrBobi

= _i66 z 6ot 26.e33.

3. CaE Perhitungan Pemberi!tr Total ,rambahatr p€nghasil.d pegawai

tokd D6@ + s{MTpp atatui Dtnanis

GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACIIMAN

Taebahan Perghasilan pegawai lelrrasarlau
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